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ABSTRAK

Salah satu kegiatan ekonomi khususnya di bidandagengan yang saat ini sedang
berkembang pesat adalah bisnis dengan sistem Wwaydlarkembangnya bisnis dengan sistem
waralaba di Indonesia ditandai dengan banyaknyabpenwaralaba asing masuk ke Indonesia.
Perjanjian waralaba umumnya dibuat dalam bentuku h@kh pemberi waralaba, sedangkan
mengenai waralaba saat ini hanyalah berupa Penafemerintah Nomor 42 Tahun 2007
tentang Waralaba yang berpijak kepada kitab Undémdang Hukum Perdata yang dibuat pada
zaman Belanda jauh sebelum usaha waralaba dikehadl@ahesia, maka perlindungan hukum
yang terdapat didalamnyapun cukup minimal sekahjrggga tidak menutup kemungkinan dari
waralaba tersebut terjadi sengketa antara pemlzedlaba dan penerima waralaba. Banyaknya
pemberi waralaba yang masuk ke Indonesia akan nbeifitan permasalahan, diantaranya
mengenai lemahnya perlindungan hukum mengenai &zaadi Indonesia dan mengenai cara
penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjianalaba tersebut, oleh karenanya muncul
rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaaur®er®emerintah Nomor 42 Tahun
2007 tentang Waralaba dan pelaksanaan penyelesaragketa berdasarkan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan altéfAatiyelesaian Sengketa. Metode penelitian
yang digunakan dalam penulisan ini adalah metodeedatan yuridis empiris yaitu penelitian
yang memperbandingkan praktek yang terjadi didaleasyarakat dengan aturan-aturan yang
berlaku, dalam memperoleh data teknik kepustakaan vdawancara, yang dianalisis secara
kualitatif yaitu data yang diperoleh dari informasiormasi dan hasil wawancara, yang di
uraikan untuk mencapai kejelasan masalah yang dikemas. Hasil dari penelitian ini bahwa
Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Petiglus31/M-DAG/PER/8/2008 tentang
penyelenggaraan Waralaba belum memberikan perlgadunyang optimal kepada pihak
penerima waralaba Indonesia karena isi/klausulalaid perjanjian waralaba lebih banyak
menguntungkan pihak pemberi waralaba, oleh karengdabelum membuat keputusan akhir
untuk menyetujui isi perjanjian tersebut, penerivegalaba sebaiknya meneliti secara cermat
mengenai latar belakang pemberi waralaba dan bigmidan meneliti secara hati-hati/klausula
perjanjian yang akan disepakati tersebut. Penyielessengketa kontrak bisnis yang bersifat
internasional, seperti waralaba Indonesia dengamberi waralaba asing umumnya lebih
banyak menggunakan lembaga arbitrase dengan memditer asing dalam menyelesaikan
sengketanya. Lembaga arbitrase lebih disukai odgh pengusaha karena menurut penjelasan
umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangtrade dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, arbitrase mempunyai kelebihan dibandmglengan lembaga pengadilan, satu-
satunya kelebihan arbitrase adalah sifat kerahasy@a karena proses penyelesaiaan
sengketanya pada umumnya bersifat tertutup untuknundan keputusan arbitrase tidak
dipublikasikan secara luas.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bamearfa pembangunan jangka
Menengah nasional ditetapkan paling lambat 3 buatelah presiden dilantik Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakaabpesmy visi, misi dan program
presiden selama 5 tahun, ditempuh melalui Straedgiok yang dijabarkan dalam Agenda
Pembangunan Nasional memuat sasaran-sasaran pakgkgrus dicapai, arah kebijakan dan

program-program pembangunan.

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masaedh menghasilkan berbagai
kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus jugaariskan berbagai permasalahan yang

mendesak untuk dipecahkan.

Penitikberatan pembangunan masa lalu hanya kepadmptinya tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatandapatan perkapita, penurunan jumlah
kemiskinan dan pengangguran dan perbaikan kualidsip manusia secara rata-rata.
Meskipun demikian, pembangunan ekonomi yang sangatorientasi kepada peningkatan
produksi nasional, tidak disertai oleh pembanguth@m perkuatan institusi-institusi baik
publik maupun institusi pasar terutama institugu&ngan yang seharusnya berfungsi

melakukan alokasi sumber daya secara efisien gaksbna.

! pasal 19 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahur Z@htang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Proses pembangunan ekonomi yang ditopang olehrsigfgresi dan ketertutupan telah
melumpuhkan berbagai institusi strategi sepertesishukum dan peradilan untuk menjamin
kepastian hukum dan keadilatdukum sangat penting sebagai motor penggerak misdesi
masyarakat. Hal tersebut mengandung pengertian a&haistensi hukum sangat diperlukan
bagi kehidupan masyarakat disegala bidang, dengamikéhn eksistensi hukum dibidang
ekonomi dan dalam pertumbuhan sektor ekonomi itwupskan gejala yang saling

mempengaruhi dan melengkapi.

Salah satu satu kegiatan ekonomi khususnya di bigerdagangan yang saat ini
sedang berkembang pesat adalah bisnis dengan &iatechise,di Indonesia di kenal dengan
istilah waralaba.Warren J. Keegenmengatakan ’"bahwa pengusaha yang bermaksud
mengembangkan usahanya secara internasional dafstukan beberapa macam pilihan cara,
salah satunya adalah melakukan pemberian warafabdaralaba merupakan salah satu
peluang untuk menjadi wirausaha, yang pada akltiiraki merupakan salah satu kegiatan
ekonomi yang sedang berkembang. Bisnis waralaba pldarnya adalah sebuah rnetode
pendistribusian barang dan jasa kepada masyaraketuinen, sedangkan para pihak di dalam
bisnis waralaba tersebut terdiri dari pemberi wadral(f'ranchisor) dan penerima waralaba
(franchisee).Pemberi waralaba adalah badan usaha perorangannyamerikan hak kepada
pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggundilekn atas kekayaan intelektual atau
penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki, sekiEmmgpenerima waralaba adalah badan
usaha/perorangan yang diberikan hak untuk memd&aiaadan atau menggunakan hak atas

kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri kaag dirniliki pemberi waralaba.

2

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentangd®a Pembanguan Jangka Menengah Nasional. 2004-200
® Warren J. Keegen, Gloobal Marketing, Managem@&wlam Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Wara)aRaja, Grafindo Persada,
Jakarta, 2001, him 1.



Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan keday bagi pemberi waralaba,
karena dapat dialihkan pemanfaatannya atau penggoya kepada pihak lain (penerima
waralaba) yang didasarkan pada diperolehnya ijm mmberi waralaba. Merek dagang dari
suatu bisnis waralaba yang sudah cukup terkenaltelah dipatenkan, serta hak cipta yang
mempunyai goodwill, mengakibatkan bisnis waralabencapai puncak kejayaannya, hal ini
dikarenakan penerima waralaba tidak perlu lagi ussds payah untuk mempopulerkan merek
dagangnya sendiri dan sudah pasti akan memberéamungan finansial. Atas pemanfaatannya
tersebut, penerima waralaba memberikan suatu imlb&adasarkan persyaratan perjanjian, yang

dikenal dengafranchise fee.

Pesatnya pertumbuhan bisnis waralaba di Indonegabuktikan bahwa telah terjadi
perubahan cara pandang dalam konsep jaringanbdistibarang dan jasa yang ada selama ini
karena dalam sistem bisnis seperti ini memungkirdeorang pengusaha melaksanakan upaya
perluasan usaha dengan membuka jarirogdletdi berbagai tempat tanpa harus mengeluarkan
biaya dengan investasi sendiri. Melalui konsep Earan sistem waralaba, setiap perusahaan
pemilik waralaba dapat menawarkan hak penggunadensiusaha tertentu miliknya kepada
calon penerima waralaba yang disertai dengan peambdsantuan teknis yang berupa
pemberian latihan, pedoman operasi, supervisi danajpmen. Pembukaan jaringantlet
(tempat usaha) semacam itu dapat dilakukan melglaya penggalangan hubungan kerjasama
saling menguntungkan dengan pemodal lainnya yadgpenden, cara ini dapat ditempuh
dengan mengoperasionalkan metode waralaba. Proshnis lyang diwaralabakan mengandung
unsur-unsur yang unik, maksudnya produk bisnietaers(barang ataupun jasa) belum dimiliki
oleh orang lain dan belum beredar di pasaran selainyang dimiliki oleh pihak pemberi

waralaba sendiri, yang lebih penting lagi produsnis tersebut tidak mudah ditiru tetapi juga



mempunyai pasar yang baik, sebab jika produknyaammuditiru, maka bagaimana mungkin
pihak pemberi waralaba dapat melindungi konsepgén@roses ataupun model usaha yang
diwaralabakan, dengan atau tanpa hak paten, hagknaaupun hak cipta, dengan demikian
sistem, formula, resep, konsep ataupun racikan yahgsia merupakan elemen terpenting
dalam setiap waralafaWaralaba saat inipun telah menjadi bagian darktjkebisnis di
Indonesia. Waralaba tidak hanya menguasai perdagamgyang-barang konsumen, tetapi juga
segala bentuk jasa. Mulai dari jenis bidang udasa food" sepertiMcDonald's, Kentucky
Fried Chickendan Wendy's Manajemen perhotelan sepeBineraton, Holiday Inn, Ramada;

sampai kéfitness & body care$eperticlark Hatchdanslimfit Expression.

Banyaknya waralaba asing masuk ke Indonesia, takggerakkan pemerintah untuk
memberikan perhatian khusus terutama dari segirhukehingga lahir Peraturan Pemerintah
Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan KeputuSemteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PERI83 tentang penyelenggaranan
Waralaba. Sejak dikeluarkannya Peraturan PemeriNtahor 42 Tahun 2007 tersebut, maka
setiap pengusaha yang menjalankan usaha waralgila mandaftarkan usaha waralabanya
pada Kantor Departemen Perdagangan, tujuannya kepsgntingan pembinaan usaha dengan
cara waralaba. Peraturan Pemerintah Nornor 42 td#t00vV beserta Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER(@E tersebut tujuannya untuk
memberikan aturan yang jelas tentang bisnis waaalatapi karena pengaturan yang terdapat

di dalamnya tersebut masih bersifat terlalu umum diatur dengan sangat singkat, sehingga

* Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Dalam Menata Bisnis ModeinEa Global Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, him 341.



kurang memadai untuk dapat digunakan sebagai peratlasar utama untuk menata kegiatan

bisnis waralaba di Indonesia.

Ratusanfranchiseasing kini sedang mengincar Indonesia, bukan saja Aimerika
Serikat tetapi juga datang dari Negara tetanggaerepThailand dan Malaysia.
Berkembangnnya bisnis waralaba asing tersebutasegingan lajunya pertumbuhan ekonomi,
dan menjamurnya pemberi waralaba asing masuk kenbsia, untuk itu perlu kiranya
mendapat perhatian khusus dari pemerintah terutemaegi hukum khususnya dalam hukum
perjanjian (kontrak), karena permasalahan dalanmutmukontrak tidak dapat terlepas dari
pembahasan bisnis waralaba khususnya yang berkdgagan hubungan hukum antara

penerima waralaba Indonesia dengan pemberi warakihg.

Dasar hukum dari penyelenggaraan waralaba adalghnpan atau kontrak antara
penerima waralaba dengan pemberi waralaba. Konteaklaba dapat diakomodasi oleh asas
kebebasan berkontrak dengan sistem terbuka, walaomsih dalam klasifikasi ketentuan
hukum yang bersifat umum, artinya bahwa perjanjfiarhanya bersifat mengatgregelend)
dan bukan bidang hukum yang bersifat memafds@ingend).Para pihak yang membuat
perjanjian bebas untuk menentukan syarat-syargargem yang diinginkan asal saja tidak
bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadsdkin itu perjanjian tersebut harus
dilaksanakan dengan itikad baik, oleh karena ittukithal-hal yang berhubungan dengan isi
perjanjian waralaba, para pihak (pemberi waralaba penerima waralaba) dapat mengacu
kepada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang kuRerdata Juncto Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Juncto pasal 131% Kitadang-Undang Hukum Perdata

5 http://www.google.com/law, diakses 21 November 2010




tentang asas kebebasan berkontrak dan syarat spéngajian serta tennasuk dalam golongan
perjanjian tidak bernama. Sifat hukum perjanjiasnis waralaba adalah hukum perdata.
Prestasi yang dilakukan adalah memberi dan menesumatu hak keloia dari suatu produk
berupa barang dan jasa yang nama dan mutunya slildatal dan diakui, tetapi apabila para
pihak dalam perjanjian waralaba tersebut berasal mlagara yang berbeda, maka sifat

hukumnya adalah hukum perdata internasional, kalesdapat unsur asing di dalamnya.

Perjanjian atau kontrak waralaba berdasarkan Raegdt (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, dibuat dalam betetdllis antara pemberi

waralaba dan penerima waralaba. Perjanjian dalantuketertulis memberikan kepastian
hukum kepada kedua belah pihak dalam memenuhi Keamagan memperoleh hak yang telah
disepakati bersama. Suatu kontrak pada dasarnyas hditaksanakan oleh para pihak
berdasarkan itikad baik, tetapi kenyataannya sekedg terjadi sesuatu masalah yang tidak
dikehendaki oleh para pihak, sehingga menimbullargketa di antara pihak-pihak tersebut,
untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang tingvgebut tidaklah mudah, karena pihak-
pihak yang bersangkutan berasal dari dua negam lyarbeda yang sistem hukumnya sedikit
banyak juga berbeda. Terdapatnya 2 sistem hukum parbeda dalam suatu kontrak, hal ini
tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum perol&nasional, karena para pihak
membawa sistem hukumnya masing-masing dalam swetinak, dalam hal ini mereka dapat
memilih hukum nasionalnya atau hukum ncgara laipasgng tidak bertentangan dengan
ketertiban umum atau kaidah-kaidah yang bersifamaksa. Selain mengenai hukum yang
seharusnya berlaku atau pilihan hukum, permasalghag dapat timbul dalam suatu kontrak

adalah pilihan pengadilan yang merupakan pilihamgyidak dapat diabaikan oleh para pihak.



Dalam hal ini bagi para pihak dimungkinkan untuknmign badan arbitrase atau pengadilan

nasionalnya, sebagai forum yang akan menyelesaiagketanya.

Mengingat bisnis waralaba di Indonesia semakin dratlang sejalan dengan lajunya
pertumbuhan ekonomi dan menjamurnya pemberi waaadesing masuk ke Indonesia, maka
perlu kiranya mendapat perhatian khusus terutanma skgi hukumnya, karena saat ini
pengaturan mengenai bisnis waralaba khususnya dhlatam perjanjian/kontrak nasional
belum tersedia. Isi dari perjanjian kontrak yantaldikan oleh para pihak tergantung pada
kehendak para pihak, seringkali pihak pemberi vadal asing memiliki kekuatan untuk

memaksakan kepentingannya di dalam pengaturampanjavaralaba.

Perjanjian waralaba yang umumnya dibuat dalam Bkemterjanjian standar yang
sebagian besar isinya menguntungkan pihak pembaralaba. Pemberi waralaba memiliki
kecenderungan untuk mendiktekan keinginannya, ysalgh satunya dapat dilihat dalam
klausula pengakhiran perjanjian, jika menurut meai pembeli waralaba tindakan penerima
waralaba diperkirakan dapat merugikan nama baikrdantasi bisnis pemberi waralaba, maka
pemberi waralaba dapat memutuskan perjanjian seegridlak dan penerima waralaba harus
menghentikan penggunaan merek dan segala simbbbkiosaha milik pemberi waralaba,
serta mewajibkan penerima waralaba untuk mengekaralseluruhmanual operationpada
saat perjanjian tidak diperpanjang lagi atau dipusebagai pemilik modal hal ini tentu akan
dapat merugikan penerima waralaba. Pemberi warglegzgadapat memanfaatkan kedudukan
penerima waralaba untuk menguji pasar setelah m&mge bahwa kondisi pasar
menguntungkan, maka pemberi waralaba memutuskganpian dengan penerima waralaba,
selanjutnya pemberi waralaba mengoperasionalkardirsefoutlet” atau tempat usaha

diwilayah penerima waralaba atau pemberi waralapadjuga memberikan kepada pihak lain



dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan. @emiaralaba dalam perjanjian hampir
tidak memiliki resiko yang langsung, sementara pere waralaba selain berhadapan dengan
resiko investasi, resiko persaingan, kesalahan jaar@® dan penghitungan pangsa pasar, juga
masih harus membayaoyalty. Belum lagi menghadapi resiko perlakuan tidak adituipa

mekanisme kontrol yang berlebihan dari pemberi labea

Tidak seimbangnya posisi tawar menawar antara pemzalaba dengan penerima
waralaba, terutama dikarenakan segala persyaraanisi kontrak waralaba dibuat dalam
bentuk perjanjian standar, hal ini seharusnya tidajadi apabila telah terdapat pengaturan
yang memuat mengenai syarat syarat minimal yangishada dalam sebuah perjanjian
waralaba. Perkembangan waralaba di Indonesia sadelah mencapai tingkat yang lebih
tinggi, hal ini terbukti dengan jumlah waralabdmtiionesia sampai akhir tahun 1995 mencapai
142 buah meliputi 85 waralaba makanan atau 6@%¥lift dari 927 outlet), dan 57 waralaba
lainnya atau 40 %. Sebanyak 124 buah atau 87 % pakam waralaba asing, sedangkan
waralaba lokal hanya 18 buah, (8 diantaranya whsataakanan). Waralaba asing terbanyak
berasal dari Amerika Serikat yaitu sebanyak 76 bai@u 54 %, (47 diantaranya waralaba
makanan), jepang 14 buah (waralaba makanan 10) biamhsisanya berasaldari Eropa dan
Amerika Latin. Pada tahun 2004, jumlah outlet ydimgiliki oleh pemberi waralaba di seluruh

Indonesia meningkat menjadi 1.978 ouflet.

Berdasarkan uraian di atas, dengan semakin menjgmwaralaba asing masuk ke
Indonesia, sedangkan pengaturan waralaba di Indosaat ini kurang memadai, maka perlu
dipikirkan pembentukan hukum waralaba yang lebih madai, oleh karena itu penulis

tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dan menukargnya kedalam bentuk skripsi yang

® www. Sinar Harapan co.id/ekonomi/usaha/2005/0326/ukm 1. Html



berjudul”" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA DALAM
PERJANJIAN WARALABA DENGAN PIHAK ASING BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalgang akan diteliti dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

|. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaaatitan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 dalam
memberikan perlindungan hukum yang optimal kepaateepma waralaba dalam perjanjian

waralaba dengan pemberi waralaba asing?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa kontrak bisaralaba Indonesia dengan  pemberi
waralaba asing dihubungkan dengan Undang-UndangoNd®f Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikakan, maka tujuan yang ingin

diperoleh dalam penelitian ini adalah:

l. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah @ematPemerintah Nomor 42 Tahun 2007
telah memberikan perlindungan hukum yang optinegdakla penerima waralaba dalam

perjanjian waralaba dengan pemberi waralaba asing.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ebesaian sengketa kontrak bisnis

waralaba Indonesia dengan pemberi waralaba asimdpdngkan dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AltefriRgnyelesaian Sengketa.

D. Manfaat Penelitian

2.

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh keguriaantis dan kegunaan praktis

sebagai berikut:

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan kpamiterhadap pengembangan ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengemindungan hukum terhadap

penerima waralaba dalam perjanjian waralaba depipak asing.

Secara praktis, sebagai sumber masukan secaria nelalui penelitian perpustakaan
maupun secara praktik tentang permasalahan-perahasalhukum yang terjadi dalam
praktik sehubungan dengan perlindungan hukum teghagenerima waralaba dalam
perjanjian waralaba dengan pihak asing. Sebagairplkeahan literatur pada bidang hukum,
sehingga mengurangi kesulitan dalam mendapatkamnbd&lacaan yang berhubungan
dengan perlindungan hukum terhadap penerima waratidlam perjanjian waralaba

dengan pihak asing.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis dari hasil penelitignsebagaimana telah dijelaskan
dalam bab-bab sebelumnya, maka akhirnya penuligamebii beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tendéarglaba beserta Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MsD#E=R/8/2008 tentang
Penyelenggaraan Waralaba, belum memberikan pergadtuhukum yang optimal
kepada pihak penerima waralaba Indonesia kar@kkaissula didalam perjanjian

waralaba lebih banyak menguntungkan pihak pembaralaba.

2. Penyelesaian sengketa kontrak bisnis yangfhemsternasional, seperti perjanjian
waralaba Indonesia dengan pemberi waralaba asimgyunya lebih banyak
menggunakan lembaga arbitrase dengan memakairaabitey, karena menurut
penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1&%@ng Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase melygiutelebihan-kelebihan
dibandingkan dengan lembaga pengadilan, kelebiHztrase tersebut adalah

keputusannya tidak dipublikasikan dan proses yahiplsingkat.



B. Saran

Menurut analisis penulis ada beberapa hal yanglselzamendapat perhatian dari

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

Perjanjian/kontrak waralaba Indonesia yangkdikan dengan pihak asing selalu dibuat
dalam bentuk baku oleh pemberi waralaba yang daingenerima waralaba Indonesia
berada pada posisi yang lemah dalam perjanjiah,kaeena itu perlu dari pihak
pemerintah khususnya dari Departemen Perdagangak lebih pro-aktif dalam
mengawasi perjanjian waralaba yang ada, sehindgaagikan akan tercipta bisnis
waralaba yang saling menguntungkan baik bagi pemlz@alaba maupun bagi

penerima waralaba.

Usaha waralaba yang tengah marak di Indonesidakaya disertai dengan pengaturan
yang lebih memadai, yaitu pengaturan dengan undadgng, adanya undang-undang
yang mengatur mengenai waralaba ini penting un&ggatimembatasi berlakunya asas
kebebasan berkontrak yang dibuat dalam perjanjamalaba, terutama perjanjian
waralaba yang dilakukan dengan pihak asing yanggieli memberlakukan hukum
asing, pihak Indonesia sebagai penerirna warakafaggali berada pada posisi yang
lemah dalam perjanjian, maka peran pemerintahdeghadanya perlindungan hukum

bagi para pihak tersebut sangat penting.
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